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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi pada masa kini berkembang pesat. Dengan perkembangan yang 

pesat ini, begitu banyak perubahan yang terjadi bahkan mengubah kebiasaan 

masyarakat itu sendiri. Perkembangan globalisasi ini membawa dampak baik serta 

dampak buruk untuk kita semua, dan tentu saja bagaimana kita bereaksi terhadap 

dampak tersebut akan menentukan dampak yang kita alami. Dengan kemajuan 

teknologi dan internet, pergerakan banyak orang, barang, dan informasi menjadi 

lebih cepat dan lebih mudah. Dengan menggunakan internet kita dapat melakukan 

semua kegiatan sehari-hari dengan mudah dan cepat. 

Saat ini, internet merupakan satu hal yang tidak terlepaskan dari kegiatan 

keseharian manusia. Istilah “Internet” adalah singkatan dari “Interconnected 

Networking”. Internet merujuk pada koneksi komputer antar berbagai jenis bentuk 

jaringan sistem yang meliputi seluruh dunia (dikenal sebagai jaringan komputer 

global), yang terhubung melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, tautan radio, 

satelit, dan media lainnya.1 Dalam Bahasa Indonesia, internet umumnya dipahami 

sebagai sistem yang terdiri dari jaringan komputer yang terhubung. Internet dapat 

disebut sebagai jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan semua 

                                              
1 Alcianno G. Gani, “Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya”, Jurnal Sistem Informasi, 

Vol.2 No.2, Tahun 2015, hlm 71 
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jaringan komputer lainnya. Menurut Onno W. Purbo, seorang tokoh teknologi 

informasi, mengklaim bahwa internet adalah saluran yang memungkinkan koneksi 

perangkat yang efektif ke berbagai aplikasi sehingga komunikasi dapat terjadi.2  

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, perdagangan mulai 

dilakukan di media interntet atau secara online. Kaum muda maupun orang tua lebih 

memilih untuk bertransaksi melalui media internet atau secara online. Pembelian 

secara online dapat menghemat waktu tanpa harus keluar rumah, lebih praktis dan 

dapat dilakukan kapan saja untuk membeli barang yang diinginkan. Maka dari itu 

konsumen lebih senang melakukan pembelian secara online. Pedagang pun lebih 

senang melakukan pejualan suatu produk di platform online karena dapat 

melakukannya dengan cepat, mudah dikenali serta diterima oleh masyarakat lebih 

luas.  

Masyarakat umum saat ini dianggap semakin bergantung pada barang dan jasa 

yang ditawarkan oleh platform digital, termasuk perilaku konsumen yang 

melakukan transaksi atau membeli barang secara online. Internet sangat bermanfaat 

bagi aktifitas keseharian manusia, salah satunya dalam dunia bisnis. Dalam dunia 

bisnis ada suatu istilah  yang menggambarkan suatu transaksi jual beli, pertukaran 

produk, informasi melalui internet yaitu perdagangan elektronik atau  E-commerce. 

E-commerce digunakan sebagai teknik pemasaran untuk menyebarkan ide atau 

informasi untuk mencapai tujuan bersama. E-commerce barang dan jasa yang 

bernilai ekonomi dapat diracang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, 

                                              
2 Sutiono, 24 Pengertian Internet Menurut Para Ahli, DosenIT, https://dosenit.com/jaringan-

komputer/internet/pengertian-internet-menurut-ahli, diakses tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 15.33 

WIB 

https://dosenit.com/jaringan-komputer/internet/pengertian-internet-menurut-ahli
https://dosenit.com/jaringan-komputer/internet/pengertian-internet-menurut-ahli
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diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan. Bagi pebisnis sangat memungkinkan untuk 

meningkatkan layanannya melalui E-commerce atau perdagangan online, dengan 

melakukan interaksi yang lebih bersifat individual atau personal, sehingga 

memungkinkan konsumen untuk lebih cepat mendapatkan informasi yang mereka 

butuhkan. 

Salah satu platform jual beli online yang paling populer di Indonesia yang 

menggunakan konsep mirip dengan pasar tradisional tetapi dilakukan secara online 

adalah Marketplace. Marketplace disebut sebagai pihak ketiga karena berfungsi 

sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi melalui 

media internet atau online. 3 Marketplace juga merupakan sebuah platform di mana 

penjual dapat berkumpul dan menjual barang atau jasa kepada pelanggan tanpa 

harus bertemu secara langsung. Marketplace akan mengatur transaksi jika pembeli 

ingin membeli produk tersebut, dari mulai pembayaran, pengiriman produk hingga 

sampai ke tangan pelanggan dan menerimanya. 

Salah satu marketplace di Indonesia yang diminati saat ini yaitu “Shopee”. 

Sejak 2015 Shopee mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. 

Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia setelah empat 

tahun sejak ekspansi4. Dengan perkembangan Shopee saat ini, tentu saja Shopee 

dilengkapi dengan karakteristik yang menarik untuk melakukan transaksi jual beli 

online, yang dapat bermanfaat dan efisien dalam kegiatan pembelian online. Salah 

                                              
3 Ilham Mubarok, Apa Itu Marketplace? Pahami Bedanya dengan Toko Online, Niagahoster blog,  

https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/, diupload tanggal 18 Februari 2022, 

diakses tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 15.45 WIB 
4 Ilham Mubarok, Apa Itu Marketplace? Pahami Bedanya dengan Toko Online, Niagahoster blog,  

https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/, diupload tanggal 18 Februari 2022, 

diakses tanggal 15 Agustus 2023 pukul 22.26 WIB 

https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/
https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/
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satu keuntungan yang diberikan oleh Shopee yaitu gratis ongkos kirim ke seluruh 

Indonesia, jaminan harga dengan barang sesuai, dan banyak keuntungan lainnya.  

Shopee PayLater adalah salah satu fitur terbaik Shopee. Dari banyaknya 

layanan PayLater yang disediakan, fitur Shopee PayLater yang paling banyak 

digunakan oleh para konsumen.5 Shopee PayLater adalah layanan pinjaman yang 

diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance. Shopee 

PayLater adalah pinjaman dengan bunga minimal yang telah diawasi oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK).6 Landasan hukum untuk layanan pinjam meminjam uang 

yang memanfaatkan teknologi informasi diatur dalam POJK Nomor 

77/POJK.01/2016. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang penyediaan 

layanan jasa keuangan yang memfasilitasi hubungan antara pemberi pinjaman 

(kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) dalam rangka mengadakan perjanjian 

pinjaman dalam bentuk mata uang rupiah. Transaksi ini dilakukan melalui sistem 

elektronik secara langsung melalui jaringan internet.7 Membuat perjanjian 

elektronik, yang sering dikenal sebagai kontrak, sama halnya dengan membuat 

kontrak tradisional, yang membutuhkan tanda tangan sebagai bukti sah atas 

kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU 

ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi 

                                              
5 Fanny Anggareni Putri, “Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian 

Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.8 No.3 Tahun 

2020, hlm 819 
6 Muhammad Idris, Mengenal Shopee PayLater: Bunga, Skema Cicilan, dan Dendanya, 

Kompas.com, https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-paylater-

bunga-skema-cicilan-dan-dendanya, diupload tanggal 27 Oktober 2021, diakses tangggal 15 

Agustus 2023  pukul 22.30 WIB 
7 Wulandani, Tatang Odjo, “Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) 

Dihubungkan Dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, 

Jurnal Yustitia, Vol.6 No.2 Tahun 2020, hlm 208 

https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-paylater-bunga-skema-cicilan-dan-dendanya
https://money.kompas.com/read/2021/10/27/164812826/mengenal-shopee-paylater-bunga-skema-cicilan-dan-dendanya
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elektronik yang terasosiasi, terkait, atau terasosiasi dengan informasi elektronik 

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.8 

Perjanjian pinjam meminjam berfungsi sebagai kerangka kerja untuk 

melakukan transaksi atau perjanjian kredit. Perjanjian pinjam meminjam diatur 

dalam buku III bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 

1754 KUH Perdata, jika salah satu pihak memberikan jaminan kepada pihak lain 

dalam suatu perjanjian, dan pihak yang terakhir memberikan pinjaman, maka jika 

terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, pemberi pinjaman memiliki hak 

untuk menyita sejumlah aset tertentu yang digunakan sebagai jaminan. Agunan 

biasanya memiliki nilai yang sepadan dengan jumlah uang yang dipinjam.9 

Ketentuan dari pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang 

yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, maka 

pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah uang yang sama sesuai 

dengan persetujuan yang telah disepakati. 

Keuntungan pada fitur Shopee PayLater yang diminati oleh para konsumen 

yaitu, sistem dalam menggunakan fitur ini dibuat menyerupai kartu kredit. Fitur ini 

memudahkan pelanggan untuk menyelesaikan pembelian secara online karena 

dirancang untuk pelanggan yang belum memiliki cukup dana tetapi membutuhkan 

barang yang diinginkan tersebut.  Keuntungan lain yang terdapat pada fitur Shopee 

PayLater yaitu tidak adanya minimum dalam bertransaksi. Berbeda jika 

                                              
8 Ibid., Wulandani, hlm 208 
9 Ni Made Ayu Pratiwi, dkk. “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dibatalkan 

Demi Hukum”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2 No.2, Tahun 2021, hlm 370 
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menggunakan kartu kredit, maka akan ada minimum transaksi.10 'Pay Later' yang 

dalam Bahasa Indonesia berarti 'bayar kemudian' memungkinkan orang membayar 

barang yang diinginkan secara bertahap di beberapa bulan ke depan. Pay Later 

banyak dimanfaatkan oleh E-Commerce, Marketplace, perusahaan digital dan 

lainnya dimaksudkan agar pengguna atau konsumen mudah memenuhi kebutuhan 

hidup. Sistem dari Pay Later ini transaksi dari konsumen akan ditalangi terlebih 

dahulu oleh penyedia layanan Pay Later. Suku bunga PayLater dapat berubah, 

bergantung pada penyedia layanan PayLater tersebut. Suku bunga rendah dan 

banyak tawaran menarik lainnya memungkinkan untuk mudahnya kehilangan 

kendali dalam melakukan transaksi pembelian atau sifat boros jika tidak dengan 

perhitungan yang cermat. Selain itu juga, PayLater dalam pasar Indonesia sangat 

cocok karena meskipun masyarakat Indonesia belum memiliki akses keuangan, 

namun kepemilikan dan penggunaan telepon genggam di di Indonesia sangat 

tinggi.11  

Konsumen yang melakukan pinjaman wajib mengembalikan uang yang 

dipinjam sesuai dengan pembayaran dan jangka waktu yang telah disepakati. 

Pilihan cicilan Shopee PayLater yang ditawarkan yaitu 3bulan, 6bulan, hingga 

12bulan. Untuk menghindari timbulnya biaya keterlambatan, tagihan Shopee 

PayLater harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Untuk bisa mendapatkan 

layanan dari fitur Shopee PayLater ini, konsumen harus melakukan verifikasi atau 

pendaftaran terlebih dahulu dengan menggunakan KTP. Dapat diartikan bahwa 

                                              
10 Ah Khairul Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later”, Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4 No.1 Tahun 2020, hlm 23 
11 Thomas Arifin, Berani Jadi Pengusaha; Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman, Jakarta: PT.Gramedia 

Pustaka Utama, 2018, hlm 175 
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yang dapat menggunakan layanan dari fitur Shopee PayLater ini, yang hanya sudah 

mempunyai KTP saja. Setelah pendaftaran dengan melengkapi data diri, pihak 

Shopee akan menimbang apakah konsumen tersebut dapat menikmati fitur Shopee 

PayLater ini atau tidak. Saat sudah disetujui, maka pihak Shopee umumnya akan 

memberikan limit awal pada penggunaan PayLater sebesar Rp.750.000 dan 

nantinya limit yang akan diberikan oleh Shopee PayLater akan terus bertambah 

berdasarkan jumlah transaksi yang diselesaikan konsumen. Sebaliknya, jika 

pengguna terus menerus melakukan keterlambatan pembayaran, maka limit 

pinjaman otomatis akan berkurang.12 

Untuk menikmati fitur dari Shopee PayLater ini memang memiliki syarat 

khusus serta wajib untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dari pihak 

Shopee. Isi dari syarat dan ketentuan dalam perjanjian itu merupakan penjelasan 

bagaimana hak dan kewajiban konsumen dalam menggunakan fitur tersebut. Jika 

konsumen menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak 

Shopee, maka konsumen dianggap menyetujui segala sesuatu yang ada dalam 

perjanjian Shopee PayLater. Setelah konsumen telah menyetujui syarat dan 

ketentuan tersebut, maka pada saat itulah pengguna maupun pihak Shopee wajib 

melaksanakan hak dan kewajibannya. 

Shopee yang menyediakan fitur efisien dan modern, tidak menutup 

kemungkinan semuanya selalu berjalan dengan lancar. Seiring berjalannya waktu, 

praktik dalam menggunakan fitur Shopee PayLater banyak terjadi penyalahgunaan 

                                              
12 Jaka, Cara Menaikkan Limit Shopee PayLater terbaru 2023 mudah dan dijamin ampuh, Jalan 

Tikus, https://jalantikus.com/amp/tips/cara-menaikkan-limit-shopee-paylater/, diupload tanggal 10 

Juli 2023, diakses tanggal 26 September 2023 pukul 15.25 WIB 
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yang dilakukan baik konsumen maupun toko atau pelaku usaha. Salah satu kasus 

yang dialami oleh konsumen (debitur) yang berinisial KM (23) yaitu ketika 

konsumen ingin mencairkan dana kredit Shopee PayLater (kreditur). Sistem 

pencairan dana dari Shopee PayLater ini akan dibantu oleh pihak ketiga yaitu toko 

tertentu yang akan menawarkan jasa atau layanan tersebut.  

Pencairan dana ini dilakukan dengan cara seolah-olah membeli barang pada 

toko tersebut, padahal konsumen hanya mendapatkan uang tunai dengan biaya 

tertentu yang sudah ditentukan oleh toko.13 Toko akan mengarahkan konsumen 

untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan limit dari Shopee PayLater yang 

akan dicairkan. Setelah konsumen melakukan pembelian dan pembayaran 

menggunakan Shopee PayLater, pihak toko akan meminta nomor rekening melalui 

fitur chat yang dimana nomor rekening tersebut akan menjadi tujuan pencairan dana 

dari limit Shopee PayLater. Dalam kurun waktu 4jam barang seolah-olah sudah 

dikirim oleh pihak toko, dan toko akan mengarahkan konsumen untuk melakukan 

konfirmasi bahwa pesanan telah diterima agar limit yang sudah digunakan melalui 

PayLater tadi akan dikirimkan lagi atau dicairkan kepada konsumen melalui nomor 

rekening yang sudah diberikan kepada pihak toko sebelumnya. Selanjutnya setelah 

konsumen sudah dapat mencairkan dana Shopee PayLater tersebut, konsumen tidak 

akan mengembalikan dana yang sudah dicairkan dan dipinjam dari Shopee 

PayLater tersebut. Dapat diartikan tindakan konsumen ini akan merugikan pihak 

                                              
13 Dhamar Januaji, Mengenal Gestun dan Cara Kerjanya, Ottopay5, 

https://ottopay.id/blog/artikel/mengenal-gestun-dan-cara-kerjanya/, diupload tanggal 21  Maret 

2023, diakses 03 Oktober 2023 pukul 16.14 WIB 

https://ottopay.id/blog/artikel/mengenal-gestun-dan-cara-kerjanya/
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Shopee maupun konsumen sendiri, karena tidak mengembalikan dana PayLater 

yang sudah dicairkan tersebut. 

Mengingat resiko kredit online seperti ini, seringkali terdapat pihak yang lalai 

dalam pemenuhan prestasi atau pihak kreditur yang merasa dirugikan karna alasan 

lainnya, maka dari itu hal ini menjadi keinginan penulis untuk dikaji dan diteliti 

lebih jauh. Penulis merasa perlunya informasi dan tinjauan lebih mengenai akibat 

hukum dan pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara 

online yang menimbulkan kerugian. Dengan ini maka penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan diatas dengan judul : “PERTANGGUNGJAWABAN 

HUKUM DEBITUR ATAS REKAYASA JUAL BELI SECARA ONLINE 

YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI SHOPEE PAYLATER 

SEBAGAI KREDITUR” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam hal ini agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas, maka 

perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang 

diatas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana akibat hukum debitur atas rekayasa jual beli secara online yang 

menimbulkan kerugian bagi Shopee PayLater sebagai kreditur? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli 

secara online yang menimbulkan kerugian bagi Shopee PayLater sebagai 

kreditur? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum debitur atas rekayasa 

jual beli secara online yang menimbulkan kerugian bagi Shopee PayLater 

sebagai kreditur; 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban hukum debitur 

atas rekayasa jual beli secara online yang menimbulkan kerugian bagi 

Shopee PayLater sebagai kreditur. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu: 

a. Secara Teoritis berguna untuk: 

1. Hasil dari  penelitian ini agar dapat menjadi pengembangan ilmu 

hukum terkait dengan mengetahui bagaimana akibat hukum dan 

pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara 

online yang menimbulkan kerugian bagi Shopee PayLater sebagai 

kreditur; 

2. Hasil dari  penelitian ini agar dapat memberikan masukan dan 

wawasan bagi peneliti selanjutnya terhadap permasalahan yang 

serupa; 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

akademik. 
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b. Secara Praktis berguna untuk: 

1. Sebagai bahan masukan untuk menangani masalah-masalah hukum 

yang berkaitan dengan akibat hukum dan pertanggungjawaban 

hukum debitur atas rekayasa jual beli secara online yang 

menimbulkan kerugian bagi Shopee PayLater sebagai kreditur; 

2. Sebagai bahan masukan agar dapat dipergunakan oleh para pihak 

yang terkait (penyelenggara pinjaman, pihak Shopee sebagai e-

commerce, konsumen dan pelaku usaha) agar lebih bijak dalam 

menggunakan layanan Shopee PayLater; 

3. Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah khususnya Badan 

Otoritas Jasa Keuangan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan 

hukum baru yang lebih tegas terkait pinjaman kredit online; 

4. Sebagai bahan masukan terhadap para penyedia aplikasi belanja 

online; 

5. Sebagai masukan terhadap masyarakat pada umumnya agar lebih 

bijak dalam menggunakan layanan pinjaman kredit online. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai 

dengan permasalahan yang akan dibahas maka penulis merasa perlu adanya Ruang 

Lingkup Permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian 

penulisan skripsi ini adalah akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum debitur 

atas rekayasa jual beli secara online yang menimbulkan kerugian bagi Shopee 

PayLater sebagai kreditur. 



12 

 

 

F. Kerangka Teori Penelitian 

1. Teori Kepastian Hukum 

Dalam kehidupan bersosial di negara yang berlandaskan hukum, terdapat 

banyak peraturan untuk menjaga hubungan positif antara individu dan 

masyarakat. Kepastian hukum muncul melalui pelaksanaan aturan-aturan 

tersebut. Namun jika ada peraturan yang menimbulkan keraguan sehingga dapat 

menciptakan perbedaan pemahaman, hal ini dapat mengakibatkan kelalaian 

fungsi pengaturan hukum.14 Teori kepastian hukum merupakan konsep dalam 

sistem hukum yang fokus pada perlunya adanya peraturan hukum yang tegas, 

mudah dimengerti, dan diterapkan dengan konsisten oleh semua pihak. 

Tujuannya adalah memberikan keyakinan dan kejelasan kepada individu 

mengenai harapan perilaku dan akibat hukum dari tindakan yang mereka 

lakukan.  

Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa dalam hal konsep kepastian 

hukum, ada kebutuhan akan adanya perangkat peraturan perundang-undangan 

yang mendukung pelaksanaan secara operasional. Di sisi lain, peraturan 

perundang-undangan tersebut juga harus diterapkan secara konsisten dan 

konsekuen oleh sumber daya manusia yang terlibat.15 Hukum bertugas untuk 

menciptakan ketentuan hukum dalam tujuan menjaga keteraturan 

bermasyarakat. Kepastian hukum adalah sifat penting dari hukum itu sendiri, 

                                              
14 Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit, Yogyakarta : FH UII Press, 2016 hlm 27 
15 Maria S.W. Sumardjono, Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi 

Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang 

pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta,1997, hlm 1 
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terutama dalam konteks hukum tertulis. Konsep kepastian hukum mengandung 

makna bahwa hukum harus jelas dan tegas dalam penerapannya di masyarakat, 

agar menghindari penafsiran yang salah. Dengan demikian teori kepastian 

hukum diharapkan dapat memberikan ketertiban dan keamanan dalam 

penggunaan fitur Shopee PayLater, membuat individu yang menggunakan 

Shopee PayLater mengerti dan mengetahui perbuatan mana yang boleh dan 

mana yang tidak boleh dilakukan. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Konsep teori perlindungan hukum mengedepankan pentingnya sistem 

hukum dalam menjaga hak-hak dan kepentingan individu maupun masyarakat 

secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah menciptakan aturan yang adil dan 

konsisten bagi semua, sehingga akses yang setara terhadap perlindungan hukum 

dapat diberikan kepada semua orang. Teori perlindungan hukum dalam konteks 

hukum perdata mengacu pada konsep bahwa hukum perlu memberikan 

perlindungan kepada individu atau pihak yang memiliki hak-hak hukum, 

terutama dalam hal kontrak, kepemilikan properti, dan tanggung jawab hukum. 

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak subjek hukum 

dihormati dan dipertahankan melalui mekanisme hukum yang adil dan 

transparan. 

Satijipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya 

untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak 

lain. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan masyarakat bisa 

menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Hukum menjadi penting 
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bagi mereka yang secara sosial, ekonomi, dan politik masih lemah dan rentan, 

untuk memastikan adanya keadilan sosial. Tindakan preventif bertujuan 

mencegah konflik dan mendorong pemerintah untuk membuat keputusan 

dengan hati-hati melalui diskresi. Tindakan represif, di sisi lain, berfokus pada 

penyelesaian konflik, termasuk melalui proses peradilan. Oleh karena itu, 

perlindungan hukum sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, terutama 

konsumen yang menggunakan fitur Shopee PayLater dan penyedia layanan 

PayLater di Shopee. Hal ini berfungsi untuk melindungi hak-hak para pihak, 

memastikan pembagian kewajiban yang adil dan merata tanpa adanya 

pemaksaan yang tidak semestinya dari satu pihak kepada pihak lainnya. 

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum 

Tanggung jawab (responsibility) merupakan tingkah laku manusia yang 

berkaitan dengan penguasaan jiwa. Tanggung jawab merupakan bagian dari 

bentuk pertimbangan intelektual dan mental.16 Pertanggungjawaban adalah 

suatu perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan hal itu akan 

dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya. Menurut hukum, tanggung 

jawab adalah suatu akibat atas resiko atau konsekuensi kebebasan seseorang 

tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan 

sesuatu perbuatannya.17 

                                              
16 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press, 2016, hlm. 27 
17 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2018 hlm 48 
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Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 

dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang 

dikenal dengan tanggung jawab resiko.18 Seseorang harus bertanggung jawab 

karena ia melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian atau merugikan 

orang lain. Fungsi teori pertanggungjawaban hukum untuk memberikan arah 

atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian 

ini diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang 

pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara online yang 

menimbulkan kerugian bagi Shopee PayLater sebagai kreditur. 

4. Teori Perjanjian 

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih.” Arti perjanjian ini tidak lengkap dan juga dianggap 

terlalu luas, karena hanya menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan 

jenis perbuatannya. Akibatnya, arti perjanjian tersebut dianggap kurang 

lengkap. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah “tindakan di mana dua 

individu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.19 Akibatnya, 

terciptalah koneksi antara dua atau lebih pihak ini yang dikenal sebagai 

                                              
18 Clara Yunita Ina Ola, dkk. “Tanggung Jawab Pidana, Perdata, Administrasi Asisten Perawat 

Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.25 No.2 Tahun 2017-2018, 

hlm 141 
19 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 23, Jakarta: PT. Intermasa, 2008, hlm 1 
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perikatan, yang bisa terwujud baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Oleh 

karena itu, perjanjian bisa diartikan sebagai tindakan hukum di mana satu atau 

lebih individu terikat dengan satu atau lebih individu lainnya, dengan keduanya 

memiliki kewajiban saling menghormati. Kedua individu tersebut memiliki 

ikatan hukum di mana hak dan tanggung jawab mereka diatur oleh hukum. 

Sebuah kesepakatan dapat menciptakan kewajiban, yang dinyatakan dalam 

bentuk kata-kata yang berisi janji atau komitmen yang diucapkan atau 

tertulis.20 

Perjanjian adalah sumber kewajiban selain dari hukum tertulis dalam 

bidang hukum kewajiban. Dalam konteks hukum kewajiban, hubungan hukum 

yang umum terbentuk melalui perjanjian, sehingga perjanjian memiliki peran 

yang signifikan dalam setiap kewajiban.21 Jika sebuah kesepakatan tidak 

memenuhi persyaratan subjektif, maka kesepakatan tersebut bisa dinyatakan 

tidak sah. Sementara persyaratan ketiga dan keempat dikenal sebagai 

persyaratan objektif, karena keduanya berkaitan dengan objek dari kesepakatan 

(tindakan hukum) yang dibuat. Jika sebuah kesepakatan tidak memenuhi 

persyaratan objektif, maka kesepakatan tersebut dianggap tidak berlaku 

menurut hukum. 

Berdasarkan teori perjanjian diatas bermaksud untuk memberikan 

perlindungan bagi konsumen yang menggunakan fitur Shopee PayLater. 

                                              
20 Lukman Santoso, Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya), 

Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019, hlm 48-49 
21 Ibid., Subekti, hlm 1 
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Dengan demikian setiap pihak yang akan melakukan hubungan hukum akan 

mengikatkan diri dengan pihak lain dengan perjanjian. Dalam hal ini seseorang 

sudah memutuskan dan mempertimbangkan untuk membuat perjanjian atau 

tidak, sehingga dalam perjanjian yang telah dibuat tentunya konsumen harus 

memenuhi kewajibannya dan perjanjian yang telah dibuat agar dapat terpenuhi 

kepentingan tersebut. 

 

G. METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah sebuah ilmu yang menguraikan bagaimana metode 

atau prosedur, serta langkah-langkah yang harus diambil atau diikuti dalam suatu 

peneltian dengan secara teratur, sistematis, dan logis sehingga dapat diperkuat 

dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.22 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif, yang berupaya menitikberatkan pada penelitian 

terhadap asas-asas hukum.23 Penelitian hukum normatif merupakan langkah 

untuk menganalisis dan meneliti aspek hukum sebagai norma, regulasi, prinsip-

prinsip hukum, pandangan hukum, teori hukum, serta referensi lainnya untuk 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan hukum yang sedang diinvestigasi. 

                                              
22 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 18 
23 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet.16, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 

2016 hlm 184 
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Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen, 

yakni peraturan perundang-undangan hukum, hukum perjanjian, asas dan prinsip 

mengenai hukum, teori hukum dan pandangan dari para ahli sebagai sumber 

informasi hukum.24 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah cara pandang dari peneliti dalam memilih ruang bahasan 

yang diharap peneliti dapat memberikan kejelasan dalam substansi karya 

ilmiah.25 Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara 

komprehensif semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

relevan dengan isu hukum yang tengah dianalisis. Pendekatan ini dengan 

melakukan analisis mendalam terhadap semua aspek peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang terhubung dengan masalah hukum yang sedang 

dihadapi.  

b. Pendekatan Konseptual  

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual 

merujuk pada metode analisis yang berdasarkan pada pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang telah muncul dalam bidang ilmu 

                                              
24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 47-48 
25 I Made Pasek Diantha, Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media 

Group, 2016, hlm 156 
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hukum.26 Pandangan dan doktrin ini membantu memperjelas gagasan 

melalui berbagai konsep dan definisi hukum serta melalui prinsip-prinsip 

yang dianggap relevan dan sesuai dengan konteks permasalahan. Dengan 

memeriksa prinsip-prinsip tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

membentuk definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang 

relevan terhadap situasi yang tengah dipelajari. Pemahaman tentang 

perspektif-perspektif dan prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi 

peneliti untuk membangun argumen hukum dalam merespons permasalahan 

yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada kaitannya dengan 

Pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara online 

yang menimbulkan kerugian bagi Shopee PayLater sebagai kreditur. 

c. Pendekatan Analisis 

Pendekatan analisis terhadap materi hukum bertujuan untuk memahami 

makna yang tersemat dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan 

hukum secara konseptual, serta melihat bagaimana penerapannya dalam 

praktik dan putusan hukum.27 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan ini sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan argumentasi 

hukum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. 

Pendekatan analisis terhadap materi hukum membantu untuk menggali 

                                              
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Legal Search), Jakarta: Sinar Grafika, 2014,  

hlm 28 
27 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media 

Publishing, 2008, hlm 256-257 
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makna yang dikandung oleh istilah-istilah dalam peraturan hukum secara 

konseptual, sekaligus melihat bagaimana penerapannya dalam praktik dan 

putusan hukum. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian hukum ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan 

menggunakan data primer atau materi hukum sebagai sumber data. Materi 

hukum tersebut terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Berupa peraturan perundang-undangan yang diurutkan sesuai dengan 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945); 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen; 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

melalui Sistem Elektronik; 
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7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi publikasi, karya ilmiah, dan pendapat 

para ahli hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

dengan dokumen hukum primer. Bahan-bahan sekunder tersebut relevan 

dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.28 Karya-karya para ahli 

tersebut termasuk dalam bentuk buku-buku, pandangan dari pakar hukum, 

rencana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan mengidentifikasi dan membuat 

daftar peraturan perundang-undangan, menyelidiki sumber-sumber pustaka 

(tulisan dan hasil karya ilmiah), serta mencari bahan hukum lain yang memiliki 

relevansi dengan isu hukum yang dianalisis dalam penelitian ini. Pendekatan 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan penggunaan media 

elektronik, seperti internet. Langkah-langkah yang diambil meliputi meneliti dan 

merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang 

terkait dengan Pertanggungjawaban hukum debitur atas rekayasa jual beli secara 

online yang menimbulkan kerugian bagi Shopee PayLater sebagai kreditur. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

                                              
28 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 318 
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Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum yang diterapkan adalah metode 

kualitatif, dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti 

bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum 

lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, digunakan metode deduktif sebagai pendekatan 

penarikan kesimpulan. Pendekatan ini melibatkan logika berpikir dimulai dari 

konsep umum dan kemudian mengambil kesimpulan yang lebih spesifik sesuai 

dengan isu yang sedang dibahas, dimana hasil umumnya diterapkan pada kasus 

khusus yang relevan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab, berikut adalah 

sistematika dalam penulisan penelitian ini, yaitu: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

 Bab ini membuat pendahuluan mengenai latar belakang; 

rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; 

ruang lingkup penelitian; kerangka teori; metode penelitian; 

dan sistematika penulisan. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang akan diuraikan 

tentang materi dan teori yang berkaitan dengan judul dan 

masalah yang akan diteliti, yang meliputi tinjauan umum 
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tentang pembahasan dasar-dasar teori penelitian secara 

umum dan khusus yang digunakan sebagai acuan dalam 

penyelesaian masalah. 

 BAB III :  PEMBAHASAN 

 Bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang pembahasan 

dasar-dasar teori penelitian secara umum dan membahas 

mengenai permasalahan dalam penelitian yang diangkat 

dalam rumusan masalah. 

 BAB IV :  PENUTUP 

 Bab ini memuat tentang kesimpulan atas pembahasan dan 

saran-saran dari penulis terhadap kajian dari penelitian ini.
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